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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 138); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

834); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 834) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota 

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

mempunyai hak, kesempatan, dan menerima 

pelayanan yang setara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka 

sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan 

internal masing-masing Partai Politik. 

(3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan 

terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak 

menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan 

kejahatan seksual terhadap anak. 

 

2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab 

yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VIA 

KETENTUAN PERALIHAN 
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3. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 45A 

(1) Bakal calon yang merupakan mantan narapidana 

korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 

berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

memasukkan ke dalam DCT. 

(2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana 

tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan 

melampirkan: 

a. surat keterangan dari kepala lembaga 

pemasyarakatan yang menerangkan bahwa 

bakal calon yang bersangkutan telah selesai 

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap; 

b. salinan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 

c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal 

atau nasional yang menerangkan bahwa bakal 

calon telah secara terbuka dan jujur 

mengemukakan kepada publik sebagai mantan 

terpidana; dan  

d. bukti pernyataan atau pengumuman yang 

ditayangkan di media massa lokal atau 

nasional. 
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(3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah 

Peraturan Komisi ini diundangkan. 

(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling lambat 2 (dua) Hari setelah dokumen 

dimaksud diserahkan oleh Partai Politik. 

(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam 

berita acara. 

(6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memenuhi 

syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ke dalam DCT. 

(7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), calon dinyatakan tidak 

memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, 

KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang 

bersangkutan dalam DCT, tanpa mengubah 

susunan nomor urut calon pada Dapil yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 45B 

(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

45A ayat (1), hanya dapat diajukan pada Dapil yang 

sama pada saat pengajuan bakal calon dan 

menggantikan calon penggantinya yang diajukan 

pada masa perbaikan calon anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

(2) Pengajuan bakal calon tidak menambah jumlah 

bakal calon dan tidak mengubah susunan nomor 

urut calon pada Dapil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 
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4. Lampiran Model B.3 DPR/DPRD PROVINSI/DPRD 

KABUPATEN/KOTA diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Komisi ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 





LAMPIRAN 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI  

PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 

2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, 

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

FORMULIR YANG DIGUNAKAN OLEH PARTAI POLITIK DAN BAKAL CALON 

ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM 

PELAKSANAAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD 

KABUPATEN/KOTA 

 

 

MODEL B.3 : PAKTA INTEGRITAS PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA 

DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA 

 




